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TAFIARY

BUPATILAMPUNG SELATAN

Menimbang

Mengingat

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR |+ TAHUN 2019
TENTANG

PEMBEBASAN BIAYA PENGURUSAN AKTA KELAHIRAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

bahwa untuk pemenuhan kebutuhan identitas diri anak
Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka pelaksanaan
kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyediakan layanan
kependudukan kepada anak, perlu pembebasan dari segala
bentuk pembebanan biaya;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan konvensi Hak-hak
anak yang diratifikasi Pemerintah Indonesia dan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
khususnya Pasal 27 dan Pasal 28 mengenai Akta
Kelahiran, maka perlu adanya Peraturan Daerah yang
membebaskan biaya pembuatan Akta Kelahiran Anak;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembebasan Biaya Pengurusan Akta
Kelahiran.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956,
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
II termasuk Kota Praja dalam lingkungan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1821);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5475);



10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
pelaksanaan Undang-undang 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 nomor 80, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana yang
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102
Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5373) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5879), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 20 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi
Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
1254);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016
tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016
tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan
Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 325);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (
Lembaran Daerah Kabupten Lampung Selatan Tahun 2016
Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Selatan Nomor 16);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN BIAYA

PENGURUSAN AKTA KELAHIRAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2

10.

10,

12.

13.

14.

15.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Lampung Selatan sebagai pelaksana administrasi kependudukan.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lampung Selatan.

Organisasi Perangkat Daerah disingkat OPD adalah Perangkat Daerah
dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Desa adalah Desa dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
Kades adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Hak Anak adalah bagian dari Hak Azasi Manusia yang wajib dijamin,
dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah
dan Negara.

Akta Kelahiran adalah Bukti Autentik yang berisi catatan lengkap
mengenai kelahiran anak sebagai dokumen Negara yang diterbitkan oleh
Kantor Catatan Sipil.

Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari
ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukan bukti-
bukti kehidupannya.

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh
Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti
autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.

Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang
harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau
perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat
keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan
alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
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BAB II
PEMBEBASAN BIAYA PENGURUSAN AKTA KELAHIRAN
Pasal 2

Setiap Kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi
pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat
Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan
Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 3

Setiap orang wajib melakukan pencatatan kelahiran dari usia 0 (nol) bulan
sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah
mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.

Pasal 4

Setiap anak yang lahir di daerah dibebaskan dari biaya pengurusan Akta
Kelahiran.

(1)
(2)

Pasal 5
Pembebasan biaya pengurusan akta kelahiran dilaksanakan oleh Dinas.

Tata cara pelaksanaan pencatatan akta kelahiran dan pembebasan biaya
pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung
Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal \{ ~ § - 2019
Plt. BUPATI LAMPUNG SEELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal b - o 2019
SEKRETARIS DAE KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Do

FREDY SM

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019 NOMOR



